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ABSTRAK

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili terhadap perkara warisan
yang salah satu wewenangnya adalah mengeluarkan Penetapan Ahli Waris.Rumusan
masalah dalam ini adalah bagaimana pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki
ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum
Islam, bagaimana dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam
putusan pengadilan, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian
perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama Medan  Nomor
40/Pdt.P/2017/PA.Mdn.Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara
sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya
kualitatis. Hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang
diteliti, dan pada akhirnya akan dapat memberikan saran dan solusi terhadap
permasalahan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak
waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut
Kompilasi Hukum Islam adalah berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang
yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris. Dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam
putusan pengadilan adalah para ahli waris baik secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan
pembagian harta warisan. Jika ternyata ada ahli waris yang tidak setuju, maka
bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan yang berwenang untuk
dilakukan koreksi terhadap penetapan. Dasar pertimbangan hakim dalam
menyelesaian  perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama No.
40/Pdt.G/2017/PA.Mdn adalah anak kandung baik anak laki-laki maupun anak
perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah
dengan sipewaris akan menjadi tertutup (terhijab) kecuali orang tua, suami dan isteri .

Kata Kunci: Hak Waris, Anak Perempuan, Kompilasi Hukum Islam.
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The Religious Courts have the authority to adjudicate on inheritance cases,
one of which is to issue a determination of heirs. The formulation of the problem in
this is how the legal arrangements for the inheritance rights of brothers when dealing
with daughter heirs according to the Islamic Law Compilation, how the dynamics of
inheritance law related to the position of daughters in court decisions, what is the
basis for judges' considerations in resolving inheritance cases in court decisions
Religion Medan Number 40/Pdt.P/2017/PA.Mdn. This type of research is a research
using a normative juridical approach. Data collection in this research is done through
literature study, where the material or data obtained will be arranged systematically
and analyzed using qualitative scientific logic procedures. The results of the research
are expected to be able to answer the problems studied, and in the end will be able to
provide suggestions and solutions to these problems.

The results of the study indicate that the legal regulation of the inheritance
rights of brothers when dealing with daughter heirs according to the Compilation of
Islamic Law is based on the provisions of the formulation of Article 171 letter ¢ of the
Compilation of Islamic Law in Indonesia which determines that the heir is a person
who at the time of death has a relationship blood or marital relationship with the heir,
is Muslim, and is not hindered by law from becoming an heir. The dynamics of
inheritance law related to the position of daughters in court decisions is that the heirs
either jointly or individually can submit requests to other heirs to distribute the
inheritance. If it turns out that there are heirs who do not agree, then the person
concerned can file a legal action to the competent court to make corrections to the
determination. The basis for the judge's consideration in resolving inheritance cases
in the determination of the Religious Court no. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn is the
biological child of both sons and daughters, the inheritance rights of people who are
still related by blood with the heirs will be closed (hijab) except for parents, husband
and wife.

Keywords: Inheritance Rights, Girls, Compilation of Islamic Law.

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa
hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya
seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat
hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban
seseorang yang meninggal dunia itu.

Islam sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan
manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan
seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Salah satu yang diatur di

dalam hukum Islam adalah lapangan-lapangan yang menyangkut kewarisan yang

IR. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur Bandung, 2013, hal.11.
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selanjutnya dikatakan sebagai hukum kewarisan Islam, pengaturan-pengaturan
mengenai hukum Islam mencakup bagian-bagian orang yang berhak menjadi ahli
waris serta porsi bagian waris yang telah termaktub dan disebutkan secara jelas di
dalam Al-Quran, dan ada pula yang merupakan ahli waris akan tetapi tidak disebutkan
secara tegas besar porsi yang berhak diberikan kepada ahli waris tersebut.?

Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum
disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dngan hukum faraid. 3 Hukum waris
dalam ajaran Islam disebut dengan istilah faraid. Kata faraid adalah bentuk jamak dari
faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (Sedekah).*
Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat
kebendaaan atau hak disebut dengan istilah tarikah/tirkah. Tarikah ini tidaklah
otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.®

Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi
hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama
Malikiyah, Syafi“iyah, dan Hanabilah, semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan,
termasuk harta warisan.®

Hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara
peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih
hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat
dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, dalam
istilah arab disebut faraid.’

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan
kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih
hidup (yang berhak menerimanya), yang mencakup apa saja yang menjadi harta
warisan, siapa-siapa saja yang berhak menerima, berapa besar forsi atau bagian

masing-masing ahli waris, kapan dan bagaimana tata cara pengalihannya. Warisan

2 Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis,Sinar Grafika,
Jakarta, 2013, hal.3.

3Mawardi Djalaluddin, “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam”, Jurnal IImu Hukum, Volume V,
Nomor 1, Januari-Juni 2017, hal.109.

“Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Rafika Aditama,
Bandung, 2011, hal. 1.

SHusein Nasution, Hukum kewarisan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.57.

Sayyid Sabig, Figh as- Sunnah, Jilid 1ll, Pena Publishing, Jakarta, 2012, hal.601

’Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2015,
hal.3.
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menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan
oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda
tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya
dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas
hutangnya ketika pewaris masih hidup.®
Allah Swt. memerintakan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-
ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam
kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar
peraturan ini.® Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 13 dan 14 yang artinya:
“Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.
barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya
kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka
kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang
mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya,
niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di
dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.1°
Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah
menyangkut penentuan para ahli waris, tahapan pembagian warisan serta forsi masing-
masing ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian warisan
sebagaimana yang ditentukan Allah, yang disertai ancaman bagi yang melanggar
ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuanNya, Allah
menjanjikan surga. Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang tidak menerapkan
hukum waris yang telah diatur Allah SWT, maka ia tidak akan mendapat warisan
surga, (muttafak alaih).
Hukum Islam dimana wanita mempunyai hak untuk mendapatkan harta
warisan yaitu sejak diturunkanya Surat An-Nisa™ ayat 7 yang artinya: “laki-laki berhak
memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh

bagian dari harta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya.”

8Masjfuk Zuhdi, Studi Islam, Jilid 1ll, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 57.

SMahmud Yunus, Hukum Warisan Dalam Islam, Hidakarya Agung, Jakarta, 2009, hal. 5.

Kementerian Agama RI, Alguran dan Terjemahannya, Direktorat Jenderal Kementerian Agama RI,
Jakarta, 2012, hal.241.
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Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa perintah Allah SWT, agar umat
Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada
dalam Al-Qur“an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan
hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu
merupakan bentuk kecintaan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Sitem kewarisan Islam di Indonesia sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam
menganut sistem kewarisan Jumhur yang oleh Hazairin dipandang sebagai sistem
kewarisan patrilineal, sementara sistem kewarisan al-Quran menurutnya berbentuk
bilateral.!* Hazairin melalui penafsirannya terhadap beberapa ayat a-Quran
menetapkan dua garis hukum dalam menentukan ahli waris yaitu garis pokok
keutamaan dan garis pokok penggantian.'?
Garis pokok keutamaan adalah suatu garis hukum yang menentukan perikutan
keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris atau yang menentukan
urut-urutan keutamaan di antara keluarga pewaris sedangkan garis pokok penggantian
adalah setiap orang dalam sekelompok keutamaan di mana antara dia dengan si
pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup atau
telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. atau yang disebut dengan ahli waris
pengganti.t®
1. Bagaimana pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan
dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam ?

2. Bagaimana dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam
putusan pengadilan ?

3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara waris dalam
penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Mdn ?

B. Metode Penelitian
Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman

mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.4

11 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits, Tinta Mas, Jakarta, 2002, hal. 1
12 |bid, hal.19.

13 1bid, hal.20.

14 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal.1069.
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Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.*® Penelitian
hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika
dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala
hukum tertentu dengan cara menganalisanya.'®

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah
norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh
penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang
terkait langsung dengan hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli
waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam. Secara khusus, objek
penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk
menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait hak
waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut
Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian
normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan
sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma,
kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta
doktrin (ajaran).t’

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu
proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian
hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.*®

C. Pengaturan Hukum Hak Waris Saudara Laki-Laki Ketika Berhadapan
Dengan Ahli Waris Anak Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam

15Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Op.Cit, hal.1.

18Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.6
"Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, Op.Cit, hal.34.

18 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2015, hal 35.
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Pengertian hukum kewarisan tidak bisa didefinisikan oleh satu orang ahli
hukum, karena masing-masing ahli hukum telah mendefinisikan berbeda-beda
walaupun tujuan akhir dari definisi tersebut hampir sama yaitu peraturan-praturan
yang mengatur tentang siapa ahli waris dan hak-hak secara adil. Rachmadi Usman
menyebutkan hukum kewarisan Islam adalah ketentuan yang mengatur mengenai
orang yang berhak menjadi ahli waris, orang yang tidak dapat menjadi ahli waris
(karena terhalang), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara
membagikan harta warisan kepada ahli waris.*°

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari
seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan
siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris,
menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal
dimaksud.®

Hukum waris Islam mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan
hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia
kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum faraid, jamak
dari kata farida, erat sekali hubungannya dengan kata fard yang berarti kewajiban
yang harus dilaksanakan. Sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis.?® Dengan
demikian hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karena
itu diberbagai daerah yang kuat pengaruh agama Islam sebagian masyarakatnya
tunduk pada kewarisan Islam.

Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaaan kata Mawaris,
bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan
kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata
mawaris. Rasullulah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunakan kata
mawaris. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma“ud berbunyi: dari ibnu Abas dia berkata,
Rasullulah bersabda: Pelajarilah al-Qur “an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari
pula faraid dan ajarkan kepada orangorang (HR Ahmad).

10 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi KHI, Mandar Madju, Bandung, 2019, hal.2.

19 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 33

20 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama, Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2012, hal. 120

21 Achmad Kuzari, Sistem Ashabah : Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2016, hal. 168
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Ahmad Rofig menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah ketentuan-
ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan
warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan berapa bagian yang dapat
diterima oleh mereka.!* Hasbi Ash-Shiddiey mendefinisikan bahwa hukum kewarisan
sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak
mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.*2

Amir Syarifuddin memberikan pengertian tentang hukum kewarisan Islam
yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang
yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan
tersebut berdasarkan kepada wahyu Illahi yang terdapat dalam alqur’an dan penjelasan
yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw.3

A.Sukris Sarmadi mengatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.**
Mohd. Idris Ramulyo menyebutkan hukum kewarisan adalah sebagai himpunan
peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh
ahli waris atau badan hukum lainnya.’® Dengan demikian hukum kewarisan
merupakan penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa
hukum karena meninggalnya seseorang.

Hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan
dalam Pasal 171 huruf a, yaitu: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Harta peninggalan adalah benda berwujud atau tidak berwujud/ hak
kebendaaan yang ditinggalkan oleh pewaris, setelah dikurangi dengan hak pewaris
yaitu berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, pembayaran hutang-hutang pewaris

serta penyelesaian surat wasiat pewaris kepada orang atau badan bila ada. Setelah

1 Ahmad Rofig, Figh Mawaris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.3.

12 |bid, hal.4.

13 Amir Syarifuddin. Op.Cit, hal.3.

14 A.Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam di Indonesia (Peerbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Figh
Sunni), Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal.19.

15 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Keewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan
Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.93-94.
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semuanya itu diselesaikan, maka barulah para ahli waris mendapatkan harta
peninggalan tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Al-Qu“ran surat An-nisa“
ayat 11 yang artinya adalah: “Allah mensyari“atkan bagimu tentang (pembagian harta
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan
bahagian dua orang anak perempuan...”

Menurut Hazairin, kewarisan Islam menggunakan sistem individual bilateral.??
Dasar berlakunya ialah Al-Qur“an Surat An-nisa“ ayat 7-8 yang artinya adalah: “laki-
laki berhak memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak
memperoleh bagian dari harta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit
atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian
itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu
(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Hukum waris Islam menggunakan sistem kekeluargaan parental dengan
penonjolan pada pihak bapak, dengan alasan beban dan kewajiban nafkah keluarga
dipikul oleh bapak. Hal ini dapat pula dilihat dalam Al-Qur“an bahwa tidak adanya
larangan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang bapaknya atau ibunya
masing-masing bersaudara (indogami). Jadi dengan membolehkan perkawinan
indogami, yang dilarang dalam masyarakat matrilineal dan patrilineal, maka dapat
disimpulkan Al-Qur“an cenderung pada masyarakat bilateral. Surat An-nisa™ ayat 33
yang artinya adalah: “Bagi tiap harta yang ditinggalkan ibu-bapaknya dan karib
kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang bersumpah
setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bagiannya.”

Al-Quran dan Al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan
secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Qur“an atau Al-Hadis dengan
nas yang sarih, maka hukum melaksanakannnya adalah wajib, selama tidak ada dalil
nas yang menunjukkan ketidak wajibannya sebagaimana qaidah usul figh: “pada
dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib.”?

Ayat Al-Qur“an pada surat An-Nisa™ ayat 11 dan 12 menjelaskan tentang porsi

bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selanjutnya pada surat An-Nisa™ ayat 13,

22 Hazairin, Op.Cit, hal. 15
2 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi
Hukum Islam, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 50
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Allah SWT mengatakan bahwa porsi warisan diatas adalah ketentuan dari Allah SWT
dengan firmannya: “Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah
Sw.»2

Pada surat An-Nisa™ ayat 4 Allah berfirman yang artinya: “Dan barangsiapa
yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya,
niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya: dan
baginya siksa yang menghinakan.”8 Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum
melaksanakan pembagian warisan (faraid) sebagaimana yang tercantum dalam Al-
Qur“an dan al-Hadis adalah wajib.?

Berdasarkan defenisi di atas diperoleh beberapa aspek dari aturan di dalam
hukum waris yaitu berapa besar bagian masing-masing ahli waris, cara-cara
penghitungannya dan ahli waris. Defenisi tersebut juga menekankan segi orang yang
mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-
masing ahli waris serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris.

D. Dinamika Hukum Waris Terkait Kedudukan Anak Perempuan Dalam
Putusan Pengadilan

Mencermati ketentuan-ketentuandi dalam al-Quran, danal-Hadits, dua sumber
hukum Kewarisan Islam, sepanjang mengenai kedudukan perempuan sebagai ahli
waris dan perbedaan dari ahli waris laki-laki, menyangkut porsi bagian harta warisan
yang diterimanya, ada persoalan yang harus dipecahkan. Kaum perempuan
mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, tetapi hak-haknya sebagai ahli waris tidak
sama dengan ahli waris laki-laki. Hukum kewarisan Islam ada argumen mengapa porsi
bagian harta warisan yang diterima kaum perempuan lebih kecil dari laki-laki.
Kewajiban mencari dan memberi nafkah dalam Islam ada pada kaum laki-laki. Janda,
anak perempuan dan saudara perempuan, tidak wajib mencari nafkah. 2

Menurut hukum Islam, ekonomi keluarga dibebankan kepada pria kecuali istri
secara sukarela membebaskan kewajiban tersebut. Namun demikian, pembebasan
tersebut hanya berlaku bagi istri sendiri dan tidak berlaku bagi anak-anaknya.

24 |bid, hal.51.

% |bid, hal.52.

% Muhammad Burhan, “Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan
Indonesia”, Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hal.286.
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Disebutkan dalam Hadis bahwa Rasulullah bersabda pada Hind, istri Abi Sufyan:
Terimalah uang dari suamimu secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu secara
baik.?” Ketentuan kewajiban istri mengatur rumah tangga ditemui dalam Pasal 34 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 83 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa istri dapat menyelenggarakan dan mengatur
kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya.

Dengan demikian, perbedaan perolehan warisan disebabkan tanggung jawab
dalam keluarga berbeda yaitu pria memerlukan materi lebih banyak daripada wanita,
sehingga penyesuaian kewajiban dan tanggung jawab inilah yang justru merupakan
keadilan. Oleh sebab itu pria akan merasakan manfaat yang sama dengan manfaat
wanita atas peroleh warisan yang diterimanya, meskipun secara nominalnya berbeda.?
Tepat apa yang dikemukakan oleh Rifyal Ka’bah bahwa hukum Islam tidak dapat
dilihat hanya dari satu segi secara terpisah melainkan harus dilihat sebagai sistem
secara keseluruhan sehingga menjadi permasalahan apabila dijumpai unit-unitnya
yang tidak bekerja sesuai fungsinya.?

Fenomena tersebut, muncul dalam kehidupan keluarga muslim yang antara lain
ditandai banyaknya istri memasuki sector kerja di luar rumah. Akibatnya, banyak istri
dan tidak semata-mata sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga pengatur ekonomi
keluarga yang mencari nafkah untuk kepentingan seluruh anggota keluarga.*

Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi perubahan bahwa beban
ekonomi keluarga tidak hanya ditanggung oleh pria sebagai suami semata
sebagaimana diwajibkan oleh alquran dan hadis. Bahkan dalam keluarga tertentu
banyak wanita sebagai tulang punggung ekonomi dan pria hanya di rumah mengatur
anak-anaknya. 3!

Hukum Kewarisan Islam diatur dalam al-Quran dan Hadits. Al-Quran
menentukan  hubungan waris adalah berdasarkan hubungan darah dan

perkawinan.Surat al-Nisa ayat 7 menyatakan bahwa bagi laki-laki ada hak bagian dari

27 Migdad Yalyan, Potret Rumah Tangga Islamy, Al-Baitul Islamy, Surakarta, Pustaka Mantig, 2011, hal.
101.

28 Amir Syarifuddi, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan adat Minangkabau, Op.Cit, hal.
24

2 Rifyal Ka'bah, Bawalah Kepala Kami Alquran yang Lain atau Gantilah, Panji Masyarakat Nomor 548, 21
Juli 2017, hal. 53.

30 Ibid, hal.54.

3! Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 2011, hal.16.
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harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula
dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bagian yang telah ditetapkan. Ayat ini juga menjadi kaidah hukum yang mengubah
budaya masyarakat Arab pada masa itu yang tidak memberikan hak waris kepada
kaum wanita.>?

Turunnya surat al-Nisa ayat 7 dilatarbelakangi oleh peristiwa sengketa waris
antara janda Aus bin Tsabit al-Anshari bernama Ummu Kahhahh beserta tiga anak
perempuannya yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena harta kekayaan
suaminya dikuasai oleh dua orang anak paman Aus. Penyelesaian kasus ini ditunda
oleh Nabi, sampai turun surat al-Nisa ayat 7. Al-Quran menetapkan ahli waris utama
yang tidak dapat menghijab (mendinding) secara mutlak di antara mereka, yaitu suami
atau isteri yuang masih hidup, ayah, ibu, dan anak. Jika seorang isteri meninggal dunia
dan meninggalkan suami, ayah, ibu, dan anak, pembagiannya suami mendapatkan %
bagian karena pewaris ada anak, jika suami yang meninggal, isteri masih hidup lebih
lama, ia mendapatkan 1/8 bagian karena pewaris ada anak, ayah dan ibu masing-
masing mendapatkan 1/6 bagian jikapewaris ada anak. Anak mendapatkan bagian sisa
(Ashobah). Pembagian harta warisan untuk anak ditentukan dalam surahal-Nisa: ayat
11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anak. Bagian
seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, ia mendapatkan separuh harta.
Untuk dua orang ibu dan bapak masing-masing mendapatkan seperenam jika yang
meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia
diwarisi oleh ibu bapaknya maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal
itu mempunyai beberapa saudara, ibunya memperoleh seperenam. Pembagian-
pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan/atau sesudah dibayar
hutngnya. Tentang orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari

Allah. Sungguh Allah maha mengetahui, lagi pula maha Bijaksana.*®

32 Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar, Vol. 4, Dar al-Ma"rifah, Beirut, 2010, hal.394-395
33 Muhammad Abu Zahrah, Ahkam at-Tirkah wa al-Mawarits, Dar al-Fikr al-Arabi, Beirut, 2007, hal. 78.
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Sebab seseorang menjadi ahli waris dalam hukum kewarisan Islam didasarkan
pada adanya perkawinan, hubungan darah dan memerdekakan hamba. Pada saat
sekarang ini masalah hamba sahaya sudah tidak dibahas lagi, kecuali dalam figh
konvensional. Adanya perkawinan menimbulkan hak saling mewarisi antara suami
dan isteri. Adanya hubungan darah menyebabkan hak mendapatkan harta warisan bagi
orang tua dan anak-anak. Jika semua ahli waris ada, yang menjadi ahli waris hanyalah
suami, isteri, ibu, bapak, dan anak-anak. Hal paling menonjol dalam hukum kewarisan
Islam yang membedakan dengan sistem hukum kewarisan lain adalah bagian anak
perempuan setengah dari bagian yang diterima anak laki-laki. Hal ini didasarkan atas
surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat 11 mengatur tentang pewarisan bagi anak dan
orang tua. Ayat 12 berbicara mengenai dua hal, pewarisan bagi suami dan isteri dan
bagi saudara seibu atau disebut pewarisan al-kalalah. Adapun ayat 176 berbicara
tentang al-kalalah, dengan ahli waris saudara kandung dan saudara seayah. Pada
bagian awal ayat 11 dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian
untuk anak perempuan. 3

Menurut Rasyid Ridla hikmah bagian anak laki-laki dua kali bagian anak
perempuan adalah karena laki-laki membutuhkan biaya nafkah. Nafkah tersebut untuk
dirinya dan untuk isterinya. Sedangkan seorang perempuan, hanya membutuhkan
nafkah untuk dirinya sendiri. Ketika seorang perempuan menikah, nafkah untuk
hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh suami.*®

Setelah ayat 11 menjelaskan pewarisan bagi ahli waris yang memiliki
hubungan darah secara langsung kepada pewaris yaitu anak-anak dan orang tua, ayat
12 membahas tentang dua macam pewarisan, yaitu pewarisan bagi ahli waris karena
ikatan perkawinan (suami dan isteri) dan pewarisan kalalah (saudara) seibu. Suami
mendapat %2 dari harta peninggalan, jika isteri tidak meninggalkan anak. Jika isteri
memiliki anak, suami mendapat 1/4 bagian. Isteri mendapat ¥4 bagian jika suami tidak
ada anak. Jika suami meninggalkan anak, isteri mendapat 1/8 bagian dari harta

warisan.

34 1bid, hal.79.
35 |bid, hal.80.
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Indonesia sebagai negara hukum sudah tentu memiliki penyelenggara
kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peradilan
adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan
menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berkenaan dengan
pengertian tersebut, maka pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.*

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari peradilan yang berada
di dalam keempat lingkungan peradilan yang disebutkan di atas.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menjelaskan perbedaan antar empat lingkungan peradilan yang masing-
masing mempunyai kewenangan mengadili di bidang tertentu dalam kedudukan
sebagai badan-badan peradilan pertama dan tingkat banding. Porsi pembagian bidang
kewenangan masing-masing lingkungan peradilan telah diatur lebih lanjut dalam
undang-undang pelaksana yang didalamnya ditentukan batas bidang kewenangan
(yurisdiksi) masing-masing peradilan.®’

Lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksaanaan kekuasaan
kehakiman dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan kedua dengan Undang-Undang

3 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.6.
37 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
hal. 99.
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Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, untuk selanjutnya disebut sebagai UU Peradilan
Agama.

Mengenai siapa yang tunduk sebagai subjek hukum ke dalam kekuasaan
mengadili lingkungan Peradilan Agama, ditegaskan beberapa kali dalam Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu tercantum dalam Pasal
2 yang berbunyi : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Begitu juga yang dituliskan dalam
Pasal 49 yang berbunyi : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, dan
ekonomi syariah”.

Bunyi rumusan ketentuan di atas, terkandung salah satu asas sentral yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu
asas personalitas ke-Islaman dengan acuan menerapkan asas ini adalah :

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama sama beragama Islam

2. Atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam, maka pihak-
pihak tetap tunduk kepada kewenangan Peradilan Agama sekalipun pada saat
terjadi sengketa salah satu pihak sudah beralih agama dari Islam ke Agama lain.
Dalam kasus seperti itu penyelesaian perkara tetap tunduk ke lingkungan Peradilan
Agama, karena pada diri pihak-pihak masih melekat asas personalitas ke-
Islaman.3®

Berbicara tentang kekuasaan Peradilan Agama, biasanya menyangkut dua hal
yaitu wewenang/kompetensi relatif dan kompetensi absolut Peradilan Agama.
1. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan
satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis

dan sama tingkatan.®® Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

38 |bid., hal.137.
% Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 138
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Peradilan Agama berbunyi : “Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota
kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.”

Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau
dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kabupaten
atau satu kotamadya. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan
ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan
jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya
dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, seperti
Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama
Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.*°

Pengadilan Agama dalam hal ini berkuasa memeriksa dan mengadili perkara
dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama
ataupun di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama di ajukan ke
Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap
kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang
diajukan kepadanya apakah ternasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Pengadilan
Agama dilarang menerima perkara yang jelas-jelas tidak termasuk dalam kekuasaan
absolutnya.

Apabila Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat
mengajukan keberatan yang disebut eksepsi absolut dan jenis eksepsi ini boleh
diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja,
bahkan sampai di tingkat banding atau di tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi
absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alasan yang membolehkan orang
memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk
membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan

absolutnya.*

40 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 26.
4 Ibid, hal.27
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Bunyi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat perubahan
mengenai sengketa milik terhadap perkara-perkara yang subjek hukumnya antara
orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan
Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006. Hal lainnya yang mengalami perubahan adalah disisipkan Pasal
52A dan Pasal 53 yang mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang memberikan
isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyah.*?

Selain itu dalam Alenia Kedua Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 perluasan kewenangan meliputi ekonomi syari’ah dan mengenai kalimat
yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang menyatakan : “Para Pihak sebelum berperkara dapat
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian
warisan”, dinyatakan dihapus. Dengan demikian tidak ada pilihan hukum bagi pihak
yang berperkara dalam perkara warisan. Apabila salah satu pihak beragama Islam
maka otomatis perkara diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
ditetapkan tugas dan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang
Perkawinan; Waris; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadagah; dan Ekonomi Syariah.
Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara
dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman yakni yang dapat
ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang
beragama Islam.*®

Salah satu bidang hukum yang dimasukkan ke dalam kewenangan mengadili
lingkungan Peradilan Agama yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu mengadili perkara warisan. Jangkauan
kewenangan mengadili perkara warisan ditinjau dari segi hukum waris Islam dapat
dilihat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “yang dimaksud dengan “waris” adalah

42Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 61-62.
43 Yahya Harahap., Op.Cit., hal. 100
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penetuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,
penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta
peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang
penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan masing-masing ahli waris.
Mengenai penentuan siapa ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI,
berdasarkan pasal ini diakui kedudukan ahli waris pengganti yakni dalam hal ahli
waris lebih dahulu meninggal dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan anaknya.

Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk ke dalam

masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi :

1. Penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi :

a. Semua harta yang ditinggal pewaris;
b. Berupa hak milik kebendaan;
c. Hak milik lain yang tidak berupa benda.

2. Penentuan besarnya harta warisan ialah penjumlahan dari harta tirkah ditambah
dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurang biaya keperluan
jenazah dan hutang pewaris dan wasiat.

3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
Apa yang ditentukan dalam masalah ini, meliputi porsi setiap ahli waris dan secara
umum garis besarnya meliputi :

a. Apabila anak hanya terdiri dari anak perempuan saja, mendapat %2 harta
warisan;

b. Apabila anak hanya terdiri dari dua anak perempuan saja, bersekutu mendapat
2/3 harta warisan;

c. Apabila anak terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, bagian anak laki-laki
dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;

d. Bagian ayah:
1) Kalau pewaris tak meninggalkan anak , ayah mendapat 1/3 bagian;
2) Apabila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapat 1/6 bagian.

e. Bagianibu:
1) Apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan dua orang saudara, ibu

mendapat 1/3 bagian;
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2) Apabila anak ada dan dua orang saudara, ibu mendapat 1/6 bagian.

f. Bagian duda apabila tidak ada anak, duda mendapat 1/3 bagian tetapi apabila
ada anak maka duda mendapat ¥4 bagian.

g. Bagian janda, apabila tidak ada anak, janda mendapat ¥ bagian tetapi jika ada
anak maka janda mendapat 1/8 bagian.

Pembagian warisan dapat dilakukan pengadilan di luar eksekusi berdasar
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni melalui ketentuan Pasal
236 a HIR/272 RBg berupa pembagian atas dasar permohonan pertolongan pembagian
harta warisan di luar sengketa. Kewenangan Pengadilan Agama melakukan pembagian
harta warisan berdasarkan ketentuan Pasal 236 a HIR/272 RBg sesuai dengan Pasal 54
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan
bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Umum.

Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan
Umum adalah HIR dan RBg yang berarti berlaku pula dalam lingkungan Peradilan
Agama. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama sendiri sudah menegaskan tentang kewenangan Peradilan Agama melakukan
pembagian warisan berdasar Pasal 236 a HIR/272 RBg dengan syarat dan tata cara
yang harus dipenuhi :

a. Harta benda yang hendak dibagi diluar sengketa di pengadilan.
b. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.**

Kewarisan Islam merupakan ajaran agama yang telah diatur baik dalam Al-
Qur’an, Hadits Nabi dan Ijtihad para Ulama. Pedoman untuk menyelesaikan sengketa
perebutan harta warisan telah diberikan oleh Allah SWT dalam ketentuan-ketentuan
hukum yang disebut hukum faraid. Selain itu mengenai warisan ini juga telah ada
pedoman dalam hukum positif yaitu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
Pengaturan hukum mengenai pembagian harta warisan ini pada pokoknya terdiri atas
penentuan status seseorang sebagai pewaris, harta warisan, ahli waris dan cara

pembagian harta warisan.

4 Lubis, Sulaikin, Op.Cit, hal. 84.
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Majelis hakim sebelum memberikan putusan mempunyai pertimbangan
hukum. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim
mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari
dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkandengan alat bukti yang
memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian,
pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan
hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Para
Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahig/yang berhak dari
Alm.H.Muchtar Rangkuti dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada
bagian duduk perkara. Dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah
ketentuan rumusan Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang
menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah
mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Bukti yang diajukan
merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,
maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat
diterima sebagai alat bukti.

Sesuai dengan pendapat ibnu Abbas, ahli tafsir dikalangan sahabat Nabi
Muhammad SAW, maka kata-kata Walad yang termuat dalam ayat 176 surat an-
Nisak ditafsirkan mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan dengan
adanya anak kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris
dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan sipewaris akan
menjadi tertutup (terhijab) kecuali orang tua, suami dan isteri sesuai dengan putusan
Mahkamah Agung RI No. 86.K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995. Berdasarkan
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pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim hanya dapat
menetapkan Pemohon | dan Pemohon Il sebagai ahli waris yang mustahak dari
almarhum H.Muchtar Rangkuti dan selebihnya ditolak.

Berdasarkan penetapan di atas, maka hakim di pengadilan agama mengikuti
ketentuan-ketentuan dalam KHI dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang
diajukan. Kompilasi hukum Islam yang merupakan salah satu sumber hukum waris di
Indonesia, yang menjadi referensi utama atau petunjuk bagi masalah kewarisan di
Indonesia, merupakan fikih kontemporer yang selalu membuka diri atas ljtihad para
ulama dan hakim Pengadilan Agama di Indonesia, untuk dapat berkembang
sebagaimana perkembangan hukum Islam yang ada di dunia Islam.

E. Kesimpulan

Pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli
waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah berdasarkan ketentuan
rumusan Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan
bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang
karena hukum untuk menjadi ahli waris sehingga pemohon memohon agar para
pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahig/yang berhak dari
Alm.H.Muchtar Rangkuti.

Dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan
pengadilan adalah didasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam bahwa para ahli
waris baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan
kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Jika ternyata
ada ahli waris yang tidak setuju, maka bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum
ke Pengadilan yang berwenang untuk dilakukan koreksi terhadap penetapan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara waris dalam
penetapan Pengadilan Agama No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn adalah adanya anak
kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-
orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan sipewaris akan menjadi

tertutup (terhijab) kecuali orang tua, suami dan isteri sehingga Majelis Hakim hanya
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dapat menetapkan Pemohon | dan Pemohon Il sebagai ahli waris yang mustahak dari
almarhum H.Muchtar Rangkuti dan selebihnya ditolak.
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